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1PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia  (BPS)  pada  tahun  2010,
tercatat  sebanyak  207.176.162 penduduk  Indonesia  memeluk  Agama  Islam,
jika dihitung persentasenya jumlah 207.176.162 tersebut setara dengan 87,18%
dari  total  penduduk  Indonesia.1 Dominasi  tersebut  tentulah  sangat
mempengaruhi  interaksi  masyarakat  dari  segala  aspek.  Dengan  besarnya
jumlah  penduduk Islam di  Indonesia  beberapa  kebijakan publik  diatur  oleh
Pemerintah Indonesia selaras dengan ajaran Agama Islam.
Salah  satu  kebijakan  publik  yang  diselaraskan  dengan  ajaran  Agama
Islam  adalah  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang  Perbankan
Syariah, didalamnya mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank
Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.  Dalam
proses pelaksanaanya perbankan syariah ini juga tidak terlepas dari pembuatan
akad/kontrak  dengan  para  nasabahnya  ataupun  dengan  badan  atau  lembaga
yang bekerja sama dengannya.
“Bank  Islam  dalam  melakukan  aktivitas  usahanya  tidak  berdasarkan
kepada bunga, tetapi  berdasarkan prinsip syariah,  yaitu  dengan system pola
bagi hasil terhadap keuntungan atau kerugian”2. Dengan sistem pola bagi hasil
terhadap  untung  dan  rugi,  pihak-pihak  yang  berkaitan  mesti  melakukan
aktivitas  yang  bertanggungjawab  serta  bersungguh-sungguh  dalam
menjalankan amanah yang diberikan. Dan hal tersebut merupakan karakteristik
dasar  dalam  melahirkan  suatu  sistem  hukum  ekonomi  yang  stabil  dengan
sistem pembagian hasil yang bebas dari bunga atau riba.
Transaksi  yang  dijalankan  dalam  bentuk  bank  syariah  diharapkan
berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam prinsip hukum Islam.
Secara Yuridis mengenai prinsip perbankan syariah berdasarkan syariah Islam
1 Data Badan Pusat Statistik Tahun 2010
2 Agustianto,  Percikan  Pemikiran  Ekonomi  islam,  Respon  Terhadap  Persoalan  Ekonomi
Kontemporer, Cipta Pustaka Media, Bandung, 2002, hlm.105
2dengan  peraturan  perundang-undangan  Indonesia,  khususnya  dalam
pelaksanaan  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  pada  bank  syariah
(murabahah,  musyarakah  dan  mudharabah),  bentuk  akad  pembiayaan
berdasarkan prinsip  syariah  di  bank syariah,  apabila  telah  memenuhi  syarat
secara syariah Islam dan peraturan perundang-undangan.
Pembuatan  akad pembiayaan  didasarkan dan tidak  boleh  bertentangan
dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional.  Terdapatnya  ketentuan  peraturan
perundang-undangan  dalam  akad  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah
diperbolehkan,  dengan  syarat  tidak  bertentangan  Al-Quran  dan  As-Sunnah.
Sistem perbankan dengan prinsip syariah istilah kredit berubah menjadi istilah
pembiayaan,  hal  ini  dapat  dilihat  dalam pasal  1  angka  25 Undang-Undang
Perbankan Syariah yang menyebutkan :
“Pembiayaan  adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu berupa:
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c. Transaksi  jual  beli  dalam  bentuk  piutang  murabahah,  salam,  dan
istishna’;
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
e. Transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  bentuk  ijarah  untuk  transaksi
multijasa
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau
UUS  dan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  dan/atau
diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.
Keberadaan  jaminan  dalam  perbankan  syariah  khususnya  dalam
pembiayaan,  jaminan  boleh  dimintakan  atau  tidak  dimintakan  dari  nasabah
dalam  hal  ini  berstatus  sebagai  mitra  kerja  dalam  hubungan  kemitraan.
Perbankan syariah menilai jaminan yang paling utama adalah keyakinan oleh
bank  syariah  atas  kemampuan  nasabah  mengembalikan  hutangnya  atau
kewajibannya, bahkan bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang
tidak  berkaitan  langsung  dengan  objek  yang  dibiayai,  walaupun  bank
diperankan  meminta  jaminan  tambahan,  sehingga  jaminan  lebih  cenderung
3berfungsi  sebagai  bukti  adanya  itikad  baik  dari  nasabah  untuk  melunasi
hutangnya atau komitmen dalam memenuhi janji.3 
Akad  pembiayaan  ini  timbul  kewajiban  bagi  nasabah  untuk
mengembalikan  dana  yang  dipinjamnya,  tetapi  dalam  pengembalian  dana
sering  kali  masalah  timbul.  Salah  satunya  adalah  nasabah  lalai  dalam
mengembalikan dana tersebut, sehingga dibutuhkan jaminan guna memastikan
pengembalian  dana  bank.  Transaksi  antara  bank  dan  nasabah  memerlukan
keterlibatan  lembaga  kenotariatan,  hal  ini  karena  dalam sebuah akad antara
bank  dan  nasabah  memerlukan  bukti  yang  dapat  menunjukkan  jaminan
pengembalian  pinjaman  terhadap  bank  agar  perbankan  syariah  tetap  dapat
berkembang.
Notaris  sebagai  pejabat  umum yang  berwenang membuat  akta  otentik
jasanya  sangat  dibutuhkan  dalam  kegiatan  perbankan  antara  lain  dalam
pembuatan akad pembiayaan atau perjanjian kredit perbankan. Notaris bertugas
menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam akad pembiayaan, supaya
secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi.
Fungsi  dan  peran  notaris  dalam  gerak  pembangunan  nasional  yang
semakin komplek dewasa ini tentu makin luas dan makin berkembang, sebab
kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap
pihak makin banyak dan semakin luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari
pelayanan  dan  produk  hukum  yang  dihasilkan  oleh  notaris.  Semakin
pentingnya akta otentik  sebagai alat  bukti  yang sempurna,  maka kedudukan
notaris sebagai Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat
akta otentik juga semakin penting.
“Notaris  dikatakan  Pejabat  Umum,  dalam  hal  ini  dapat  dihubungkan
dengan pasal 1868 K.U.H.Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu akta
otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh
Undang-Undang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  Pejabat  Umum  yang
berwenang untuk itu.” Pasal ini tidak menjelaskan siapa yang dimaksud
dengan Pejabat Umum itu. Oleh karena itu di dalam pasal 1 Peraturan
Jabatan Notaris diatur lebih lanjut tentang hal ini, bahwa yang dimaksud
3 Amir  Naruddin.  “Urgensi  Hukum  Ekonomi  Islam  dalam  menjawab  Isu-isu  Global”.
Makalah Seminar Nasional. 2004. Medan : Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara.
Hlm.12
4dengan  Pejabat  Umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk  membuat
akta  otentik  itu  adalah  notaris,  sepanjang  tidak  juga  ditugaskan  atau
dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pejabat umum lainnya yang
juga dapat membuat suatu akta otentik adalah Hakim, pegawai Catatan
Sipil, dan sebagainya”.4
Akta otentik yang dalam pembuatan aktanya berprinsip pada ketentuan
Hukum Islam disebut juga dengan “Akta Syariah”.  Akta syariah merupakan
akta  yang  dibuat  dihadapan/oleh  notaris  berdasarkan  Hukum  Islam  yang
bersumber dari Al-Qur’an dan ar-Ra’yu yang mengatur segala hal mencakup
bidang  ibadah  mahdhah  dan  ibadah  muamalah,  bentuk  akta  syariah  secara
formalitas telah sesuai dengan pasal 38 UUJN dan secara substansi telah sesuai
dengan prinsip syariah.
Dalam  keterkaitannya  dengan  pembuatan  akta,  seorang  notaris  akan
membutuhkan bantuan orang lain, termasuk karyawan-karyawan yang bekerja
padanya. Karyawan notaris mempunyai peranan cukup penting terutama dalam
pekerjaan/jasa pembuatan akta. Notaris dan karyawan atau asistennya, saling
memerlukan  satu  sama  lain,  kesuksesan  seorang  notaris  tentunya  didukung
oleh  sarana  dan  prasarana  termasuk  karyawan  atau  asisten  notaris  tampak
sudah lebih cekatan karena bekerja dengan pengalamannya selama ini, untuk
itu  diperlukanlah  peningkatan  kemampuan  seorang  karyawan  notaris  demi
menunjang pekerjaan dari notaris sendiri.
Kehadiran  para  saksi  akta  notaris  untuk  memberikan  kesaksian  telah
dipenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh UUJN, yakni bahwa akta itu
sebelum ditandatangani oleh para pihak, telah terlebih dahulu dibacakan oleh
Notaris kepada para penghadap, kemudian ditandatangani oleh para pihak yang
bersangkutan, notaris dan saksi-saksi, hal mana semuanya itu dilakukan oleh
notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi yang tercantum dalam akta.5
Pada  hakekatnya  notaris  akan  mengutamakan  karyawannya  untuk
dijadikan saksi yang dicantumkan dalam akta-akta yang dibuat oleh notaris.
4  R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.26
5  Lidya  Febiana,  Notaris sebagai Saksi dalam Penyidikan Otentisitas Akta,  Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.1, 2013, hlm. 8.
5Hal  ini  tentu  saja  diperbolehkan  sepanjang  karyawan  tersebut  memenuhi
persyaratan untuk menjadi saksi yang diatur dalam pasal 40 Undang-Undang
Jabatan Notaris, yang berbunyi :
1. Setiap akta yang dibacajan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua)
orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2. Saksi  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  harus  memenuhi  syarat
sebagai berikut,
a. Paling  sedikit  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  telah
menikah;
b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
d. Dapat membubuhkan tandatangan dan paraf; dan
e. Tidak  mempunyai  hubungan  perkawinan  atau  hubungan  darah
dalam garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat
dan garis  ke samping dengan derajat  ketiga  dengan notaris  atau
para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris
atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas
dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi
dinyatakan secara tegas dalam akta. 
Kewajiban Notaris menghadirkan 2 (dua) orang saksi tersebut sangatlah
penting,  yang  pengenalan  tentang  identitas  dan  kewenangan  dari  saksi
disebutkan secara tegas dalam akta. Di samping itu dalam pasal 40 UUJN juga
menentukan  mengenai  syarat-syarat  untuk dapat  menjadi  saksi  instrumenter
dan harus dikenal oleh Notaris. Apabila kewajiban menghadirkan 2 (dua) orang
saksi  tersebut  dilalaikan,  maka  pasal  41  mengancam  akta  tersebut  menjadi
kehilangan otentitasnya yaitu menjadi akta di bawah tangan.
Terkait  dengan saksi  yang  sering  menjadi  bahan perdebatan  berkaitan
dengan  kedudukan perempuan  di  dalam Islam,  apakah  setara  dengan kaum
laki-laki  atau  tidak  adalah  kesaksian  perempuan.  Pemahaman  yang  tersebar
luas selama ini di kalangan masyarakat muslim adalah bahwa nilai kesaksian
perempuan separoh kesaksian laki-laki  sebagaimana termuat  dalam berbagai
kitab  fiqih  maupun  tafsir.  Pemahaman  yang  seperti  itu  tampaknya  saat  ini
banyak  menuai  kritik,  karena  seolah-olah  menempatkan  posisi  kaum
6perempuan lebih rendah dari pada kaum laki-laki, akibatnya banyak tudingan
terhadap Islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.
Saksi dalam akta perbankan syariah diatur dalam Al-Qur’an. Peranan Al-
Qur’an sangat penting dalam kehidupan, apalagi didalam menyelesaikan suatu
masalah  yang  tidak  biasa  terjadi,  seperti  dalam  memberikan  kesaksian.
Mengenai saksi dalam muamalah, Allah telah berfirman dalam Al-Qur’an Surat
Al-Baqarah ayat 282 yang artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara
tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya
dengan  benar.  Dan  janganlah  penulis  enggan  menuliskannya
sebagaimana Allah telah mengajarkannya,  maka hendaklah ia menulis,
dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan
ditulis  itu),  dan  hendaklah  dia  bertakwa kepada  Allah  Tuhannya,  dan
janganlah  ia  mengurangi  sedikitpun  daripada  hutangnya.  Jika  yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau
dia  sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan,  maka  hendaklah  walinya
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka
(boleh) seorang lelaki  dan dua orang perempuan dari  saksi-saksi yang
kamu  ridhai,  supaya  jika  seorang  lupa  maka  seorang  lagi
mengingatkannya.  Janganlah  saksi-saksi  itu  enggan  (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya,
yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan
persaksian  dan  lebih  dekat  kepada  tidak  (menimbulkan)  keraguan,
(tulislah  mu’amalahmu  itu),  kecuali  jika  mu’amalah  itu  perdagangan
tunai  yang  kamu  jalankan  diantara  kamu,  maka  tidak  ada  dosa  bagi
kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila  kamu
berjual  beli,  dan janganlah  penulis  dan saksi  saling  sulit-menyulitkan.
Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah
suatu  kefasikan  pada  dirimu.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah,  Allah
mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu6.
Pembuktian itu berupa bukti tertulis dan adanya saksi, saksi itu dilakukan
oleh dua orang laki-laki, atau jika tidak ada dua orang laki-laki boleh dilakukan
oleh  seorang laki-laki  dan dua orang perempuan.  Dalam bidang muamalah,
laki-laki  lebih  banyak  mempunyai  kemampuan  dibandingkan  dengan
perempuan,  karena  perhatian  perempuan  agak  kurang dibandingkan  dengan
6 Tim  Penerjemah  Depaq  RI,  Al-Qur’an  Dan  Terjemahan,  Surat  Al-Baqarah  ayat  282,
Semarang: Toha Putera, 1995, hlm. 48.
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mereka dalam bidang ini pun kurang pula, apabila persaksian dilakukan oleh
seorang perempuan,  kemungkinan perempuan itu lupa,  karena itu hendaklah
ada  perempuan  yang  lain  yang  ikut  sebagai  saksi  yang  dapat
mengingatkannya7.  Statemen  inilah  yang  disimpulkan  oleh  banyak  orang
bahwa kesaksian perempuan bernilai separuh dari kesaksian laki-laki. Ayat Al-
Qur’an  tersebut  menerangkan  juga  mengenai  perlunya  seseorang  atau  para
pihak untuk menuliskan transaksinya sebagai bukti tertulis atas transaksi atau
perjanjian yang telah dilakukan serta adanya seorang yang bertindak sebagai
penulis dan saksi dalam transaksi atau perjanjian tersebut.
Saksi adalah orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu
saksi  belum  melaksanakan  kesaksian,  dan  dapat  juga  secara  aktual  telah
menjadi saksi, saksi hendaklah dari golongan laki-laki karena laki-laki lebih
kuat ingatannya, sedangkan perempuan dalam Al-Qur’an dikehendaki memberi
perhatian lebih banyak kepada rumah tangga, dan perempuan tidak memberi
perhatian  yang  cukup  terhadap  hutang  piutang,  maka  kemungkinan  mereka
lupa lebih besar dari  kemungkinan pria.8 Untuk menguatkan persaksian dua
orang perempuan yang diseimbangkan dengan seorang laki-laki  supaya  jika
seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya,  dan saksi itu benar-benar
yang wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi, dan telah berulang
kali  melaksanakan  tugas  tersebut.  Dengan  demikian,  tidak  ada  keraguan
menyangkut kesaksiannya9.
Dalam transaksi hutang piutang, saksi hanya melihat proses penyerahan
uang (barang) dari pemberi hutang kepada pengutang, sehingga diperbolehkan
persaksian  perempuan  bersama  laki-laki,  karena  itulah  alasan  utama  Allah
SWT  membolehkan  perempuan  menjadi  saksi  (dalam  transaksi  hutang-
piutang).  Selama  tidak  menyimpang  dari  firman  Allah  SWT  ini  boleh
7 Ibid, hlm. 405.
8  M. Quraish Shihab,  Tafsir Al-Misbah (Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an), Lantera
Hati, Jakarta: Ciputat Press, 2003, hlm.608.
9  Ibid, hlm. 607.
8dilakukan analogi, yang tidak diperbolehkan dalam perkara lainya10. Menurut
Imam Syafi’I, kesaksian perempuan hanya diperbolehkan jika bersama dengan
laki-laki.  Selain  itu,  perempuan  baru  dapat  menjadi  saksi  jika  mereka
berjumlah dua orang atau lebih. Karena Allah SWT tidak pernah menyebutkan
jumlah  mereka  lebih  sedikit  dari  pada  dua  orang.  Allah  SWT  juga
memperbolehkan  perempuan  untuk  menjadi  saksi  hanya  jika  dilakukan
bersama seorang laki-laki11.
Uraian diatas sangatlah jelas mengenai ketentuan saksi dalam UUJN dan
Hukum perjanjian islam, dalam pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan pasal 40 Undang-
Undang Jabatan Notaris  menyebutkan secara jelas tentang jumlah saksi  dan
syarat-syarat menjadi saksi sebuah akta akan tetapi didalamnya tidak mengatur
mengenai  jenis  kelamin  (gender)  dari  para  saksi  tersebut,  hal  ini  berbeda
dengan  ketentuan  saksi  dalam hukum islam bidang  muamalah,  yakni  saksi
tersebut sudah ditentukan dengan jelas jumlah dan jenis kelaminnya, di dalam
surat Al-Baqarah ayat 282 yang dalam melakukan akad hendaklah salah satu
pihak ada yang menjadi  penulis  akad tersebut  disaksikan oleh minimal  dua
orang saksi laki-laki dan apabila tidak ada laki-laki dapat digantikan oleh dua
orang perempuan.
Dalam  pembuatan  akta  syariah  hendaklah  notaris  dalam menjalankan
jabatannya juga mengetahui tentang hukum islam, hal ini  dimaksudkan agar
akta yang dibuat oleh notaris tidak hanya sah menurut hukum yang berlaku
namun juga sah menurut hukum islam. Berdasarkan uraian diatas maka penulis
tertarik  untuk meneliti  tentang dunia praktek yang berkaitan dengan hukum
islam  dengan  judul:  “KEABSAHAN  SAKSI-SAKSI  AKTA  SYARIAH
YANG  DIBUAT  DIHADAPAN  NOTARIS  DI  WILAYAH
PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”
10  Ibid.
11  Ibid, hlm.. 505.
